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Abstrak: Aksesibilitas pada bangunan gedung publik merupakan aspek penting yang harus 

dipenuhi untuk menjamin kemudahan akses bagi seluruh pengguna, khususnya gedung 

pengadilan negeri sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Salah satu faktor aksesibilitas adalah hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar 

lantai, dan fasilitas evakuasi yang dirancang untuk memudahkan akses bagi seluruh pengguna, 

meliputi; pegawai pengadilan, advokat, saksi, terdakwa, dan masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persentase penerapan aksesibilitas di Gedung Pengadilan Negeri 

Dataran Hunipopu terhadap standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. Metode 

penelitian yang digunakan meliputi observasi langsung, dokumentasi, dan analisis data 

menggunakan checklist yang mengacu pada standar Peraturan Menteri PUPR 

No.14/PRT/M/2017. Fokus utama penelitian ini adalah hubungan horizontal antar ruang, 

hubungan vertikal antar lantai, dan fasilitas evakuasi di gedung Pengadilan Negeri Dataran 

Hunipopu. Hasil analisis dan pembahasan Identifikasi Aksesibilitas di Gedung Pengadilan 

Negeri Dataran Hunipopu secara garis besar menyimpulkan tingkat kesesuaian rata-rata. 

Aksesibilitas horizontal sebesar 61% terhadap standar PUPR No.14/PRT/M/2017. Rata-rata 

tingkat kesesuaian aksesibilitas vertikal antar lantai memiliki tingkat kepatuhan 24% terhadap 

standar peraturan menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. Rata-rata tingkat kesesuaian fasilitas 

evakuasi sebesar 47% terhadap standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. 

Kata Kunci: Aksesibilitas Bangunan Gedung, Hubungan Horisontal dan Vertikal, Pengadilan 

Negeri Dataran Hunipopu, Standar Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, Sarana Evakuasi 

Gedung Publik. 

 

Abstract: Accessibility in public buildings is an important aspect that must be met to ensure 

ease of access for all users, especially the district court building as an institution that provides 

legal services to the community. One of the accessibility factors is the horizontal relationship 

between spaces, vertical relationships between floors, and evacuation facilities designed for 

easy access to all users, including; court employees, advocates, witnesses, defendants, and the 

public. This study aims to find the percentage of accessibility application in the Dataran 

Hunipopu District Court Building against the standards of the Minister of PUPR Regulation 

No.14/PRT/M/2017. The research methods used include direct observation, documentation, 

and data analysis using a checklist that refers to the standard of the Minister of PUPR 

Regulation No.14/PRT/M/2017. The main focus of this research is the horizontal relationship 
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between spaces, vertical relationships between floors, and evacuation facilities in the 

Hunipopu Dataran District Court building. The results of the analysis and discussion on the 

Identification of Accessibility in the Dataran Hunipopu District Court Building broadly 

concluded the average level of suitability. Horizontal accessibility is 61% against PUPR 

standard No.14/PRT/M/2017. The average level of vertical accessibility suitability between 

floors has a level of 24% compliance with the PUPR ministerial regulation No.14/PRT/M/2017 

standard. The average level of conformity of evacuation facilities is 47% against the standard 

of PUPR Ministerial Regulation No.14/PRT/M/2017. 

Keywords: Building Accessibility, Horizontal and Vertical Relationships, Dataran Hunipopu 

District Court, Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 14/PRT/M/2017, 

Public Building Evacuation Facilities. 

 

PENDAHULUAN 

Aksesibilitas dalam bangunan gedung publik merupakan aspek penting harus 

diperhatikan dalam perancangan dan pembangunan fasilitas pelayanan umum, termasuk 

gedung pengadilan negeri. Sebagai institusi yang memberikan layanan hukum kepada 

masyarakat, pengadilan harus memastikan bahwa bangunanya dapat diakses oleh seluruh 

pihak tanpa terkecuali (Mahkamah Agung RI, 2021). Salah satu faktor utama dalam 

aksesibilitas gedung adalah bagaimana hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal 

antar lantai, serta sarana evakuasi dirancang agar dapat memberikan kemudahan mobilitas bagi 

seluruh pengguna, termasuk pegawai pengadilan, avokat, saksi, terdakwa, serta masyarakat 

umum yang datang untuk mendapatkan layanan hukum (permen PUPR No.14/PRT/M/2017). 

Identifikasi aksesibilitas gedung pengadilan negeri terhadap Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2017, digunakan sebagai referensi untuk menilai sejauh mana gedung 

pengadilan negeri dataran hunipopu telah mengakomodasikan kebutuhan pengguna guna 

menciptakan lingkungan lebih inklusif.  Sistem peradilan yang efektif dan efisien merupakan 

salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di suatu negara, pengadilan negeri sebagai 

lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan bagi 

masyarakat (Mahkamah Agung RI,2021). Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan tidak 

hanya dituntut untuk menjalankan proses hukum yang transparan dan akuntabel, tetapi harus 

memastikan bahwa aksesibilitas terhadap keadilan dapat diperoleh oleh semua pihak secara 

setara (Mahkamah Agung RI, 2021) 

Gedung pengadilan negeri dataran hunipopu yang lama telah mengalami keterbatasan 

akibat peningkatan jumlah perkara. Jika dilihat pada data umur responden di pengadilan negeri 
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dataran hunipopu 3 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah perkara. Pada tahun 2022, 

sebanyak 334 kasus dan di tahun 2024 terjadi peningkatan kasus menjadi 551 kasus. Sehingga 

kantor pengadilan dataran negeri hunipopu akan mengupdate gedung baru dengan luas lahan 

7000 m2 pada Jl. Trans Seram. Oleh karena itu, untuk memestikan terpenuhnya aspek keaman. 

Kenyaman, dan kemudahan akses bagi semua pengguna sehinggah perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetagui berapa persentase penerapan Aksesibilitas pada Gedung Kantor Pengadilan 

Negeri Dataran Hunipopu terhadap standar permen PUPR No.14/PRT/M/2017. Tujuan 

penelitiani ini mencari persentase penerapan Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri dataran 

Hunipopu terhadap standar permen PUPR No.14/PRT/M/2017. Pengelolaan data 

menggunakan tabel kesesuaian untuk mengidentifikasi parameter yang sesuai. Data yang telah 

dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam 

tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar diberi skor 1, sedangkan parameter 

yang tidak sesuai tidak diberi skor 

kajian literatur menunjukan bahwa persoalan aksesibilitas menjadi isu dalam banyak 

bangunan publik. Mengevaluasi aksesbilitas vertikal pada gedung pemerintah di Kota Ambon 

dan menemukan tingkat kesesuaian hanya 56% terhadap standar Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2017 (Rizal, R. 2021). Yang berti implementasinya belum optimal dan dapat 

diakses secara aman, nyaman, dan setara oleh semua pengguna. Dengan demikian, penelitian 

ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong penerapan regulasi teknis secara lebih 

konsisten di gedung-gedung publik, khususnya dalam ranah peradilan, untuk mendukung 

aksesibilitas. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang 

berlokasi di JLTrans Seram Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Kota Piru, Provinsi Maluku. 
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Gambar 1. Peta Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 

(Sumber : Google Esrth) 

Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek atau kegiatan yang dapat diukur atau diamati oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dam menarik kesimpulan. Variabel 

bebas pada penelitian ini Aksesibilitas hubungan horizontal ruang (X1), Aksesibilitas 

hubungan vertikal antar lantai (X2), Sarana evakuasi (X3). Sedangka Variabel terikat pada 

penelitian ini Penerapan standar Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri dataran Hunipopu 

Terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017. 

Teknik Pengambilan Data 

Tahapan pertama adalah menentukan data primer dan data sekunder yang akan dijadikan 

acuan dalam identifikasi penerapan aksesibilitas. Data primer diperoleh pengamatan langsung, 

pengukuran mengunakan alat Meteran Roll, Busur Derajat, Meter lux, dan Kamera. Data 

sekunder merupakan data perencanaan yang sudah ada dan diperoleh dari literatur, Permen 

PUPR No.14/PRT/M/2017.  

Pengelolaan Data Hasil Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi aksesibilitas pada gedung pengadilan 

negeri dataran hunipopu terhadap dari daftar cek list dari tabel kesesuaian aksesibilitas 

1. Identifikasi Tabel kesesuaian Aksesibilitas  
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Penelitian ini menggunakan tabel kesesuaian untuk mengidentifikasi parameter yang 

sesuai. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar diberi skor 

1, sedangkan parameter yang tidak sesuai tidak diberi skor. 

 

2. Menghitung skor kesesuain  

Menghitung total skor kesesuaian berdasarkan hasil identifikasi dari pengukuran dan 

pengamatan langsung dilapangan menggunakan rumus berdasarkan (Chen dan Volpe, 1998), 

yaitu: 

 

Skor % =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑥100%.........................................................................(3.1) 

 

Parameter yang “sesuai” Memiliki nilai skor 1 dan parameter “Tidak Sesuai” memiliki 

nilai skor 0. 

 

Skor terendah % =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑥100%....................................(3.2) 

    =
0 𝑥 56

36
𝑥100 

       = 0% 

Skor tertinggi % =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑥100%....................................(3.3) 

       =
1 𝑥 56

36
𝑥100 

     = 100% 

Range = jumlah skor tertinggim- jumlah skor terendah………….............................(3.4) 

 = 100% - 0% = 100% 

Interval=
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
=  

100%

2
= 50%…………..........................................................(3.5) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi dan pengukuran di lapangan menggunakan alat ukur meter, meter 

lux dan busur derajat untuk membantu penelitian pada gedung pengadilan negeri dataran 

hunipopu. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan 
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kemudian dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar 

diberi skor 1, sedangkan parameter yang tidak sesuai tidak diberi skor. Menghitung total skor 

kesesuaian berdasarkan hasil identifikasi dari pengukuran dan pengamatan yang meliputi 

tersedianya hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai dan sarana 

evakuasi untuk Berapa persentase penerapan Aksesibilitas pada Gedung Kantor Pengadilan 

Negeri dataran Hunipopu terhadap standar permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017 

1. Rata-Rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan Horizontal pada Gedung 

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian 

hubungan vertikal antar ruang pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu. 

Tabel 4.17 Rata-Rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan Horizontal 

No Standar Permen PUPR 

NO 14/PRT/M/2017 

Parameter 

yang sesuai 

Jumlah 

Parameter 

Rata-rata tingkat 

kesesuaian 

1 Pintu 20 25 80% 

2 Selasar 6 9 67% 

3 Koridor 10 16 63% 

4 Jalur Pedestrian 5 9 56% 

5 Jalur pemandu 6 6 100% 

6 Jembatan penghubung 

antar ruang 

0 0 0% 

Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas horizontal 61% 

(Sumber: Hasil Penelitian) 

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti 

di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2017, Di mana pada pintu memiliki tingkat kesesuaian 80 %, selasar dengan 

tingkat kesesuaian 67%, koridor 63%, jalur pedestrian 56% dan jembatan penghubung 

memiliki tingkat kesesuaian 0%. Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata tingkat kesesuaian 

aksesibilitas hubungan horizontal yaitu 61% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017. 

penerapan hubungan horizontal menjadi saran seperti tinggi kaca pintu ayun seharusnya 

tidak lebih dari 75 cm dari lantai, pemasangan rambat pada selasar, koridor dan kurangnya 
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penanda dan petunjung arah pada selasar, koridor, jalur penetrasi agar mempermudah 

pengunjung maupun pekerja 

2. Rata-rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan vertikal antar lantai pada Gedung 

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu  

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian 

hubungan vertikal antar ruang pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu. 

Tabel 4.18 Rata-rata tingkat kesesuaian vertikal antar lantai 

No Standar Permen PUPR 

NO 14/PRT/M/2017 

Parameter 

yang sesuai 

Jumlah 

Parameter 

Rata-rata tingkat 

kesesuaian 

1 Tangga 16 25 60% 

2 Ram 9 14 71% 

3 Lif 0 8 0% 

4 Lif tangga 0 8 0% 

5 Tamgga berjalan 0 0 0% 

6 Lantai berjalan 0 0 0% 

Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas vertikal 24% 

(Sumber: Hasil Penelitian) 

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti 

di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2017, pada tabel 4.18 menunjukan bahwa rata-rata tingkat kesesuaian 

aksesibilitas hubungan horizontal adalah 24% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.  

Hubungan Vertikal antar lantai perlu ditingkatkan seperti ujung pegangan rambat pada 

tangga dilebihkan paling sedikit 30 cm, penyediaan pegangan rambat yang berhimpitan 

dengan dinding, penambahan lebar ram dengan pegangan rambat di tengah ram, dan pada lif, 

lif tangga, tangga berjalan, dan lantai berjalan jika dilihat pada hasil identifikasi menunjukan 

pada 4 poin tersebut tidak ada aspek yang memenuhi standar di karena gedung pengadilan 

negeri dataran hunipopu terdiri 2 lantai 

3. Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas sarana evakuasi pada gedung pengadilan 

negeri dataran hunipopu 
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Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian 

sarana evakuasi pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu. 

Tabel 1.19 Rata-rata tingkat kesesuaian Sarana Evakuasi 

No Standar Permen PUPR 

NO 14/PRT/M/2017 

Parameter 

yang sesuai 

Jumlah 

Parameter 

Rata-rata tingkat 

kesesuaian 

1 Akses eksit 9 12 75% 

2 Eksit 22 27 81% 

3 Eksit pelepasan 2 5 40% 

4 Sarana dan prasarana 

pendukung evakuasi 

0 6 0% 

Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas Sarana Evakuasi 47% 

(Sumber: Hasil Penelitian) 

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti 

di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR 

No.14/PRT/M/2017, di mana akses eksit memiliki tingkat kesesuaian 75%, eksit dengan 

tingkat kesesuaian 81%, eksit pelepasan 40% dan jembatan penghubung memiliki tingkat 

kesesuaian 0%. Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas sarana 

evakuasi yaitu 47% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.  

Sarana evakuasi merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlu di perhatikan lagi 

terutama pada eksit pelepasan serta sarana dan prasarana pendukung agar memudahkan 

pengguna dalam mempercepat evakuasi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Identifikasi Aksesibilitas pada Gedung 

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu secara garis besar dibuat kesimpulan rata-rata tingkat 

kesesuaian. Aksesibilitas Horizontal yaitu 61% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017. 

Sementara itu rata-rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas Vertikal antar lantai memiliki tingkat 

kesesuaian 24% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017. adapun sarana Evakuasi pada 

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, didapatkan tingkat kesesuaian 47% terhadap permen 

PUPR No.14/PRT/M/2017. 
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